PERATURAN DAERAH PRCPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR ¢ 9 TAHUN 1981
TENTANG

PEMBENTUKAN,PEMECAHAN,PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN

Wbnrtme=ts

DESA -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI

: bahwa untuk kelencaran penyelenggaraan Pemerintahan secara ~

berdaya guna dan berhasil gunz sesuai dengan perkembangsn -

penbangunan, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 2 Undang -

undang No«5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang-

perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Ting

kat I Jambi tentang Pembentukan, ®emecahan, Penyusunan dan -
enghapusan Desa.

1. Undang-undang No.61 Tahun 1958 (LN Tahun 1958 No.112) ten
tang Pebentukan Daerah Swatantra Tingkat I Jambi ;

2+ Undang-undang No,5 Tahun 1974 (LN Tahun 1974 No.38) ten
tang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah TLN No.3037 3

3s Undang-undang No.5 Tahun 19'?9 tentang Pemerintahan Desa -
(LN Tahun 1979 NG.56 TLN Noe3153) ;

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.2 Tahun 1961 tentang
Peumbentukan Lenbaga Musyawarsh Desa H

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nos3 Tahun 1981 tentang - .

Mmet=rican s

Keputusan Desa 3

6+ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nous Tahun 1981 tentang
Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Janmbi,

MEMUTUSKAN

Peraturan Daerah Propinsi Daersh Tingkat I Jambi tentang Pem=
bentukan, Pemecahan, Penyatuan den Penghapusan Desa.

BAB I.‘b.l....



BAB II |

L PEMBEWTUKAN.
) BAGIAN PERTAMA = . -
TUJUAN DAN TATA CARA PEMBENTUKAN
Pasal 2 BT

(1) Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan pe-
nyelenggaraan Pemsrintah secara berdaya guna dan berhasil guna-
dan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkem-
‘bangan dan kemajuan pembangunanrg i

‘(2) Desa dibentuk dengan Keputusan Gubernur Kepala Daersh Tingkat I
berdasarkan usul Bupati/Walikotamadya Kepala Daersh Tingkat II-
seteleh mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

BAGIAN KEDUA
SYARAT=SYARAT PEMBENTUKAN
Bapasal 3 .

Dalam pembentukan Desa harus memenuhi syarat—syarat‘atau faktor -
- faktor sebagai berikut :

=N Faktof penduduk, yaitu Jumlah penduduk bagi terbentuknya suatu
~ Desa baru sedikitedikitnya 2.500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga 3

bs Faktor luas Wilayah yaitu ltas Wilaysh yang terfangkau secara ber

‘daya’ guna dalam rangka pembinaan masyarakat 3

ce Faktor letak yaitu Wilayah yang memiliki Jaringan perhubungan =
atau komunikasi antars Dusun~-dusun yang letaknya memingkinkan ter
remuthinya-faktor luas Wilayah tersebut huruf b 3

. Q. Faktor prasarana dan saran yaitu tersedianya atau kemungkinan ter
- sedianya prasarana dan garana perhubungan, pemasaran, Sosial, Pro
duksi, prasarana dan sarana Pemerintahan Desa ;

e+ Faktor Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan -
‘ adanya kerukunen hidup beragems dan kerukunan hidup bermsyarakat
dalam hubungannya dengan adat isdiadat 3

fe Faktor kehidupan masyarakat yaitu tersedianya tempat untuk mata -
pencaharian magyarakat ~ .

ge Dalam pembentukan Desa berdasarkan faktor-faktor tersebut pada -
huruf a sampad dengan f perlu mempegonani pola tata Desa yang me
mungkinkan kelandaran perkembangan Desa yang selaras dan sesuai=-
dengan tata Pemerintahan Desa, tata masyarakat dan tata ruang -
fisik Desa, guna mempertahankan keseimbangan lingkungan yang -
lestari,

BAGIAYN KETIGA
e NAMA, BATAS DAN PEMBAGTIAN WILAYAH
Pasal 4

Dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Timgkat I mengenai Fembentuk
an Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) harus menyebrt~
kan nama lugs Wilayeh jumlah penduduk batas Desa dan Jumlah Dusun -
yang dibentuk.

BAB TXTsvsssnsns




N BAB III
HAK.,_ WEWENANG DAN KEWAJIBAN
' Pasal 5

Wesa yang dibentuk sebagamana dimaksud dalam pasal 4 mempunyai Or-
g=nisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah Camat yang mempu. -
my=i hak, wewenang dan kewzjiban sebagal berikut

@w Hak 3

ie menyelenggarakan rumsh tangganya sendir:. H
ii. melaksanakan peraturan-peraturan dan ketentaan—ketentumndari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

e HWewereng

ie menyelen.ggarakan musyawarah Desa untuk membicaraksn masalah-
masalah penting yang menyangkut Pemerintahan Desa dan kehi -
dupan masyarakat Desanya 3

ii, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pem =
bangunan 3

iii, melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa iuran atau sum-
bangan untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Desa de=-
ngan memperhatikan kemampuan ekondmi masyarakat yang bersang
kutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlakus

¢+ Kewajiban s

i. menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pemb:.naan I syara=
kat di Desa yang bersangkutan 3 i

ii. menyelenggaraken administrasi Pemerintah Desa;
iii, melakukan tugas-tugas dari Pemerintshan dan Pemerintah Daerch.

ive menjamin dan mengusahakan keamanan, ketentraman dan kesejah-
teraan warga Desanya ; '

'v. memelihara tansh kas Desa, usaha Desa dan kekayaan Desa lain-
- nya yang menjadi milik Desa untuk tetap berdaya guna dan ber=-

hasil gunae
BAB IV
PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENGHAPUSAN
Pasal 6

(1) Desa yang oleh karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-per-
timbangan tehnis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat-
Desa dimungkinkan untuk dipecahkan 3

{2) Pemecshan Desa sebagaimana dimeksud dglam ayat (1) harus dimusya
warahkan/dimifakatkan terlebih dahulu dengan Lembaga Masyarakat=
Desa dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu Desa
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang hasilnya dituangkan di -
dalam Keputusan Desa 3 ‘ ' '

(3) Pemecahan Desa dilakuken melalui Desa persdapan yang disahken -
oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas usul Bupat:./Walmota-—
madya Kepala Daergh Tingkat 11 3

(4)esoveeeccans




DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

(4) Desa persiapan sebagaimans dimeksud dalam ayat (3) untu dapat =

ditingkatkan kembali menjadi Desa, harus memenuhi syaratmsyarat-
bentuknya Desa sebagaimana dimaksdd dalam pasal 3 3

(5) Pengesahan Desa Persiapan menjadi Desa dilakukan dengan Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setelah mendapat rersetujuan dari
Menteri Dalam Negeri, , - :

Pasal 7

(1) Desa karena Iﬁerkembangan keadaan tidak ia'gi "memenugi syarat sebag

gaimana dimaksud dalam pasal 3 dimungkinkan untuk disatukan atau
dihapus : ‘

(2) Penyatuan atau penghapusan Desa dilakukan dengan Keputusan Gubex
mur Kepala Daerah Tingkat I berdasarkan usul Bupzti/Walikotamadya
Kepala Dgerah Tingkat IX 3

(3) Kepupusan Gubernur Kepala Daersh Tingkat I sebagaimena dimaksud -
dalam ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Dengan berlakunys Pereturan Daerah ini maka semun Peraturan Perundang
undangan yang mengatur mengenai Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan
Penghapugan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan
Peraturan Daersh ini dinyatakan tidak berlaku,

Pasal 9
Hal=hal ini yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang sepan,e-
Dang pelaksanasnnya akan diatur lebih lanjut oleh dan dengan Keputug
an Gubernur Kepala Daerah, ‘ S

Pasal 10 .
Peraturan Daersh ini milai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam -
Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambis

Jambi, 27 Juni 1961,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

PROFINSI DAERAH TINGKAT I JAIBI JAMSE I.
Ket U ay - : S
dto v . dto
SOEPOMO. MASJCHUN SOQFWAN SH
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri.
Propinsi Daerah Tingkat I Jambi tanggal 20 Nopember 1981 No¢ 140,25~
pada tanggal 30-6~1981 No,150 807

Seri D No.l42,

Sekretaris Wilayah/ Daerash

MENTERY DALAM NEGERT
dto dto

Drs.He ABDURRAHMAN SAYUTI. AMIRMACHMUD,
NIP« 430000%32,




PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINST DAERAH TINGKAT I INBT
NOMOR s O TAHUN 1981
TENTANG ‘
"PEFBENTUKAN, PEMECAHAN, PENYATUAN DAN PENCHAPUSAN DESA

M— PERJELASAN UMUM.
Peraturan Daerah ini adalsh untuk pelaksangan Undang-undang Nos5
Tzhun 1979 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nos4 Tahun 1981 tensw
tang Pembentukan, Pemecshan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

II. Penyempurnaan dan perbaiken penyelenggaraan Pemerintahan adalsh ®
merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kKegiatan pewelenggaraan
pemerintahan secara berdaya guna dan berhas:.l guna dan mem.ngkat-—
kan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan t:.ngkat pembangun
an dewasa ini.

IE. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 cukup jelas.
Pasal 2 cukup jelas.
Pasal 3 cakup jolasys
Pasal 4 cukup jelase
Pasal 5 cukup jelas.
Pasal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Pasal 10 cukup jelass




KETERANGANn

1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
10)

1)

12)
13)

‘14)
- @5)-

16)
17)
18)
19)
20)

21)

~iggy:

= Tangga1;

Noma Desa, ‘
Nema Kecamatan,

liema Kab/Kodya Daersh Tingka
Hama Keputusan Desa,

Ay

-~

SHae

& 1T, -

£ lasan-alagan/ pertimbangan-pertimbangan pembuatan Keputusan

Dasar hukum penetapan Keputusan Dega,
Memuat materi Keputusan Desa

Undang yang lebih tinggi ¢

Tanggal, bulan dan tahun dit

Tanda Tangan

N
A\.a

Tanda tangan Ketus Lemba

Perumusan harys Jelas, Singkat,

ingkatnya,

Kepala Desa yang bersangkutan,

Rama Kepala Desa yang bersan

glcutan.

ma Ketua Lembagg Musyawarsh Degq, ,

ga Musyawarah Dewa,

~exretaris Lembags Musyawarah Dega,

Nema Se:

T
7%

n.
(&N

T.

<

g Ca

anda tangan Sekretaris Lembaga Musyawaran Dega.
anda tangan Camat yang bersangkutan,

nat yang bersangkutan;

Nomor Keputusan Desa,
nda tangs




